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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi

(PKP) yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pengujian Kendaraaan Bermotor Kabupaten Tulungagung selama

10 minggu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Tulungagung telah memiliki pelayanan pengujian
berbasis IT menggunakan SIM PKB dalam lingkup lokal untuk
meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Derah Pengujian
Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung telah memenuhi
standar pelayanan dibawah 1 jam (60 menit) yaitu 45 menit.
Penerapan mengenai tugas dan wewenang penguji belum
sesuai kompetensi penguji pada peraturan yang telah
ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga Penguiji.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di UPTD PKB Kabupaten
Tulungagung Masih belum sesuai dan masih kekurangan
dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penguiji
Kendaraan Bermotor.

Adanya sarana informasi mengenai Pengujian contohnya
berbentuk Papan Informasi tentang alur pengujian kendaraan
bermotor, biaya pengujian, alur pemeriksaan visual
kendaraan.

Dalam operasional sehari-hari, terdapat beberapa alat uji yang
kurang memenuhi standar HSE atau K3. Seperti pada
Penguijian bagian bawah kendaraan yaitu Lorong Uji nya yang
belum terdapat blower untuk membuang asap, dinding lorong

yang mulai retak serta kurangnya pencahayaan.
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V.2

Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit

Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, kami

menyarankan:

1.

Dalam rangka mewujudkan kendaraan berkeselamatan
diharapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan
Bermotor Kabupaten Tulungagung dapat mempertahankan
bahkan meningkatkan kualitas dari teknologi IT SIM PKB.

. Standar waktu pelayanan UPT PKB Kabupaten Tulungagung

telah memenuhi standar, diharapkan dapat mempertahankan
atau meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

. Untuk mendukung pemaksimalan pengujian alat uji yang ada di

UPT PKB Kabupaten Tulungagung untuk penambahan sumber
daya manusia yang berkompeten dan memiliki kualifikasi dalam
bidang pengujian kendaraan bermotor.

Pembuata dan penetapan peraturan tentang SMK3/HSE di

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung.

. Pembuatan tata tertip di Lorong uji tentang pentingnya

pemakaian APD untuk meningkatkan keselamatan penguiji.
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